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Abstract: The urgency of this research is illustrated by the fact that Makassar is an
area vulnerable to various natural disaster risks. This research aims to analyze the
government's role in developing regulations and a culture of community disaster
awareness in urban areas, focusing on a case study in Makassar City. This research
method uses qualitative data collection techniques, including in-depth interviews,
field observations and documentation. These data were analyzed using Nvivo 12
Plus software and validated through data triangulation. The main findings of this
study show that Makassar City experienced variations in the type and frequency of
disasters between 2019 and 2023, with an increase in the incidence of floods,
droughts and extreme weather. This data reflects the impact of climate change and
the need for adjustments in disaster mitigation strategies. Government regulations
include mitigation policies such as emergency response plans, risk maps,
infrastructure improvements, early warning systems, and public education.
Integration between government regulations and community involvement is
important to reduce the impact of disasters and increase the resilience of Makassar
City. The government's role in developing disaster awareness regulations and
culture in urban communities is key to creating a safer and more resilient
environment against disasters through effective policy formulation, implementation
of mitigation infrastructure, and increasing community awareness and
involvement.

Abstrak: Urgensi penelitian ini tergambar dari fakta bahwa Makassar merupakan
wilayah yang rentan terhadap berbagai risiko bencana alam. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan regulasi
serta budaya sadar bencana masyarakat di wilayah perkotaan, dengan fokus pada
studi kasus di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam,
observasi lapangan, dan dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis
menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus dan divalidasi melalui triangulasi
data. Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa Kota Makassar mengalami
variasi dalam jenis dan frekuensi bencana antara 2019 hingga 2023, dengan
peningkatan dalam kejadian banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Data ini
mencerminkan dampak perubahan iklim dan perlunya penyesuaian dalam
strategi mitigasi bencana. Regulasi pemerintah mencakup kebijakan mitigasi
seperti rencana tanggap darurat, peta risiko, dan perbaikan infrastruktur, serta
sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat. Integrasi antara regulasi
pemerintah dan keterlibatan masyarakat penting untuk mengurangi dampak
bencana dan meningkatkan ketahanan Kota Makassar. Peran pemerintah dalam
pengembangan regulasi dan budaya sadar bencana di masyarakat perkotaan
adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh
terhadap bencana melalui perumusan kebijakan yang efektif, implementasi
infrastruktur mitigasi, dan peningkatan kesadaran serta keterlibatan masyarakat.
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PENDAHULUAN

Makassar, sebuah kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, merupakan
wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam (Anirwan & Haris, 2023). Sebagai kota
pesisir, Makassar berpotensi terkena dampak dari bencana seperti banjir akibat curah hujan yang
tinggi serta gelombang pasang yang dapat menyebabkan banjir (Thoban & Hizbaron, 2020).
Selain itu, wilayah ini juga rentan terhadap gempa bumi dan tsunami (Ismiati et al., 2020).
Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa Makassar secara periodik mengalami bencana alam,
dengan insiden-insiden seperti gempa bumi pada 2021 (Ramadhan et al., 2020), dan banjir pada
beberapa tahun terakhir seperti pada 2023 (Ulya, 2023), hingga awal 2024 (Fatir, 2024).
Beberapa kasus tersebut mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa. Oleh karena itu, mitigasi
risiko dan perencanaan penanggulangan bencana menjadi hal yang penting bagi pemerintah dan
masyarakat setempat.

Mitigasi risiko dan perencanaan penanggulangan bencana sangat bergantung pada
respon pemerintah melalui regulasi yang efektif dan proaktif (Abu Bakar & Mohamad, 2023).
Regulasi yang baik dapat memberikan landasan untuk implementasi strategi mitigasi risiko
(Syamsidik et al., 2017), pendanaan penanggulangan bencana (Martinet, 2019), pembangunan
infrastruktur tangguh bencana (Joshi et al., 2024), serta pembentukan lembaga dan mekanisme
koordinasi antarstakeholder (Ahmad Hamdi et al, 2024). Melalui peraturan yang kuat dan
berkelanjutan, pemerintah dapat memfasilitasi kesiapan masyarakat, meningkatkan kapasitas
lembaga penanggulangan bencana, dan mempromosikan kesadaran akan risiko bencana,
sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penduduk yang tinggal di wilayah
rawan bencana (Zheng et al., 2023).

Budaya sadar bencana oleh masyarakat juga memegang peran kunci dalam meningkatkan
kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terhadap bencana. Melalui edukasi, pelatihan, dan
kampanye kesadaran, masyarakat dapat memahami potensi risiko bencana yang dihadapi serta
belajar tentang tindakan yang tepat untuk menghadapinya (Gouda & Yang, 2023). Hal ini
mencakup pengetahuan tentang prosedur evakuasi (Haney, 2019), penggunaan peralatan
darurat (Kong, 2024), penyusunan rencana keluarga (Chung & Shannon, 2007), dan upaya-upaya
kolaboratif dalam komunitas untuk mempersiapkan diri dan merespons bencana dengan lebih
efektif (Oktari et al., 2018). Dengan masyarakat yang memiliki budaya sadar bencana yang kuat,
upaya mitigasi risiko dan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah dapat lebih
terarah dan didukung secara aktif oleh partisipasi masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan
yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.

Di wilayah perkotaan seperti Makassar, kaitan antara regulasi pemerintah yang efektif
dalam mitigasi risiko bencana dan budaya sadar bencana masyarakat menjadi semakin penting.
Tingkat kepadatan penduduk dan infrastruktur yang kompleks di kota-kota sering kali
meningkatkan risiko terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi (Zhang et
al., 2024). Dalam konteks ini, regulasi yang kuat tentang tata ruang, standar bangunan, dan
penanggulangan bencana dapat membentuk landasan yang kokoh untuk pengelolaan risiko
(Zhuang et al,, 2024). Selain itu, budaya sadar bencana yang ditanamkan dalam masyarakat
perkotaan dapat memperkuat respons kolektif terhadap ancaman bencana, mempercepat proses
evakuasi, dan meningkatkan resiliensi komunitas di tengah tantangan urbanisasi dan perubahan
lingkungan (Yin et al, 2024). Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan pemerintah dan
partisipasi aktif masyarakat menjadi sangat mendesak dalam menciptakan lingkungan perkotaan
yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.

Pendekatan pemecahan masalah yang diusulkan adalah dengan mengintegrasikan upaya
regulasi pemerintah yang efektif dengan penguatan budaya sadar bencana masyarakat. Strategi
ini mencakup penyusunan regulasi yang lebih ketat terkait tata ruang dan standar bangunan,
peningkatan akses terhadap edukasi dan pelatihan bencana bagi masyarakat, serta
pengembangan mekanisme partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam
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perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi risiko bencana. Dengan pendekatan ini,
diharapkan tercipta sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat yang kuat,
sehingga menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana di
Kota Makassar.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi pentingnya regulasi pemerintah dan
budaya sadar masyarakat dalam mitigasi risiko bencana di wilayah perkotaan. Namun,
kebanyakan hasil penelitian cenderung memfokuskan pada salah satu aspek tersebut secara
terpisah. Penelitian ini berupaya menjembatani kekosongan penelitian sebelumnya dengan
mengaitkan kedua topik secara simultan, ditambah dengan mengambil kasus di Kota Makassar.
Pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini mengunggulkan integrasi antara kedua aspek
tersebut, yang merupakan langkah maju dalam konteks pemahaman dan penanganan risiko
bencana di Kota Makassar. Dengan mengaitkan regulasi pemerintah yang efektif dengan budaya
sadar bencana masyarakat secara simultan, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah
pengetahuan yang ada dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan
kebijakan dan praktik penanggulangan bencana di wilayah perkotaan.

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana regulasi
pemerintah yang efektif dalam mitigasi risiko bencana dan budaya sadar bencana masyarakat
berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terhadap bencana di
wilayah perkotaan seperti Makassar? Apa urgensi integrasi antara regulasi pemerintah dan
budaya sadar bencana masyarakat dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman
dan tangguh terhadap bencana? Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk
merevisi kebijakan pemerintah terkait mitigasi risiko bencana di wilayah perkotaan dan untuk
memperkuat program-program edukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga
melibatkan serangkaian teknik pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam dengan
informan kunci seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.
Pengumpulan data melalui dokumentasi dikumpulkan meliputi berbagai jenis peraturan,
kebijakan, dan pedoman terkait penanggulangan bencana di Kota Makassar, serta catatan-catatan
pelaksanaan program-program yang telah dilakukan. Selain itu, dokumentasi juga mencakup
laporan-laporan resmi, data statistik bencana, dan dokumen strategis terkait mitigasi risiko
bencana yang relevan untuk memperkaya analisis kualitatif dalam penelitian ini. Observasi
dilakukan untuk mengamati langsung praktik dan kondisi terkini terkait penanggulangan
bencana di lapangan di Kota Makassar.

Melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, akan dieksplorasi pandangan,
pengalaman, serta praktik terkait pengembangan regulasi dan budaya sadar bencana di
masyarakat perkotaan Makassar. Selain itu, FGD (Focus Group Discussion) akan menjadi forum
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan memfasilitasi dialog antara
berbagai pemangku kepentingan terkait strategi kolaboratif dalam penanggulangan bencana.
Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam
dan pemahaman yang holistik tentang peran pemerintah dalam pengembangan regulasi serta
memperkuat budaya sadar bencana di Kota Makassar. Data hasil penelitian yang berhasil
dikumpulkan kemudian diolah menggunakan alat analisis Nvivo 12 Plus. Dalam penggunaan
NVivo 12 Plus, data wawancara, observasi, dan dokumen akan diunggah, lalu dikodekan
berdasarkan tema utama. Unit analisis dalam NVivo 12 Plus menggunakan nodes untuk
mengelompokkan tema atau topik spesifik dan case classifications untuk mengkategorikan data
berdasarkan atribut tertentu (Baharuddin et al., 2022; Wedayanti et al., 2023). Data yang telah
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diolah kemudian divaliditasi dengan melakukan trianggulasi data penelitian. Hasil penelitian
kemudian dianalisis secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN DISKUSI
Refleksi Kasus Bencana di Kota Makassar

Refleksi kasus bencana di Kota Makassar sangat penting untuk memahami dampak dan
efektivitas respons terhadap situasi darurat. Kajian ini membantu dalam mengevaluasi
kesiapsiagaan, koordinasi, dan implementasi kebijakan bencana. Analisis mendalam memberikan
wawasan berharga untuk meningkatkan strategi mitigasi dan respons di masa depan. Adapun
tren kasus bencana di Kota Makassar dilihat pada periode 2019-2023. Periode 2019-2023 dipilih
karena mencakup data terkini yang relevan untuk mengidentifikasi tren terbaru dan perubahan
pola kasus bencana di Kota Makassar, sehingga dapat mendukung analisis yang lebih akurat dan
kontekstual.

Table.1 Tren kasus bencana di Kota Makassar 2019-2023

Tahun Jumlah Bencana Alam - Jumlah Bencana Jumlah Bencana Alam -
Banjir Alam - Kekeringan Cuaca Ekstrem
2019 1 - -
2020 2 - -
2021 2 - 2
2022 3 -
2023 2

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Tabel 1 menggambarkan tren kasus bencana di Kota Makassar dari tahun 2019 hingga
2023. Data ini mencatat jumlah kejadian bencana alam berdasarkan jenisnya, termasuk banjir,
kekeringan, dan cuaca ekstrem. Pada tahun 2019, Kota Makassar mengalami satu kejadian
bencana alam berupa banjir, tanpa laporan tentang kekeringan atau cuaca ekstrem. Selama tahun
2020, jumlah bencana banjir meningkat menjadi dua kejadian, sementara tidak ada kejadian
kekeringan atau cuaca ekstrem yang tercatat. Pada tahun 2021, frekuensi bencana banjir tetap
stabil di dua kejadian, tetapi muncul dua kasus cuaca ekstrem, yang menunjukkan perubahan
dalam pola bencana yang terjadi. Tren tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan jumlah
kejadian banjir menjadi tiga, tanpa laporan kekeringan atau cuaca ekstrem. Namun, pada tahun
2023, kota ini mengalami dua kejadian banjir, satu kejadian kekeringan, dan satu kejadian cuaca
ekstrem (BPS Sulawesi Selatan, 2024). Peningkatan variasi jenis bencana pada tahun ini
mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan dalam pola bencana dan variabilitas iklim
yang mempengaruhi Kota Makassar.

Analisis data tren bencana di Kota Makassar dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan
fluktuasi signifikan dalam jumlah dan jenis bencana yang terjadi, yang mencerminkan perubahan
kondisi iklim dan tantangan pengelolaan bencana. Pada periode awal, yakni tahun 2019 dan
2020, kejadian bencana terutama berupa banjir dengan frekuensi yang relatif rendah. Tidak
adanya kejadian kekeringan dan cuaca ekstrem pada dua tahun ini menunjukkan bahwa bencana
yang dihadapi relatif terfokus pada satu jenis, yakni banjir, yang mungkin disebabkan oleh faktor-
faktor seperti curah hujan tinggi dan kurangnya infrastruktur drainase yang memadai. Namun,
mulai tahun 2021, terdapat perubahan yang signifikan dengan munculnya dua kasus cuaca
ekstrem yang bersamaan dengan jumlah kejadian banjir yang tetap sama. Ini mengindikasikan
bahwa Kota Makassar mulai mengalami variasi dalam jenis bencana yang dapat dikaitkan dengan
perubahan iklim global yang berdampak pada pola cuaca lokal. Kemunculan cuaca ekstrem
sebagai jenis bencana baru dalam periode ini menyoroti kebutuhan akan adaptasi kebijakan dan
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peningkatan kapasitas mitigasi yang lebih menyeluruh untuk mengatasi dampak bencana yang
lebih beragam.

Pada tahun 2022, meskipun jumlah bencana banjir meningkat menjadi tiga kejadian, tidak
ada laporan tentang kekeringan atau cuaca ekstrem. Kenaikan jumlah bencana banjir
menunjukkan bahwa Kota Makassar mungkin mengalami intensifikasi curah hujan atau masalah
drainase yang lebih serius. Ketidakhadiran bencana lain selama tahun ini bisa jadi merupakan
hasil dari faktor-faktor musiman atau variabilitas alam yang tidak mencerminkan pola yang
konsisten, tetapi juga menggarisbawahi perlunya pemantauan yang lebih cermat terhadap
kondisi iklim dan lingkungan. Data tahun 2023 menunjukkan diversifikasi yang lebih besar dalam
jenis bencana, dengan dua kejadian banjir, satu kekeringan, dan satu cuaca ekstrem. Diversifikasi
ini menunjukkan bahwa Kota Makassar mungkin menghadapi tantangan yang lebih kompleks
terkait dengan perubahan iklim dan variabilitas cuaca. Penambahan kekeringan dan cuaca
ekstrem pada tahun ini menggarisbawahi perlunya strategi pengelolaan bencana yang lebih
holistik, termasuk sistem peringatan dini, peningkatan infrastruktur, dan perencanaan mitigasi
yang adaptif untuk menghadapi berbagai jenis bencana. Analisis yang lebih mendalam terhadap
faktor penyebab dan dampak bencana ini diperlukan untuk merancang kebijakan yang lebih
efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.

Regulasi Pemerintah Dalam Mitigasi Risiko Bencana dan Budaya Sadar Bencana
Masyarakat

Regulasi pemerintah dalam mitigasi risiko bencana dan budaya sadar bencana
masyarakat sangat penting untuk meminimalkan dampak bencana dan meningkatkan ketahanan
komunitas. Dengan adanya regulasi yang efektif dan kesadaran yang tinggi di kalangan
masyarakat, langkah-langkah mitigasi dapat diterapkan dengan lebih baik, mengurangi kerugian,
dan mempercepat pemulihan setelah bencana.

Q

Lima Poin Utama

Q- 6\0 O

Kebijakan Peningkatan Program Edukasi Partisipasi Penerapan Sistem
Penanggulangan Infrastruktur dan dan Pelatihan Masyarakat dalam Evaluasi dan
Bencana Sistem Peringatan Penanggulangan Monitoring
Dini Bencana
Gambar. 1

Regulasi Pemerintah Kota Makassar Dalam Mitigasi Risiko Bencana dan Budaya Sadar Bencana
Sumber: Diolah peneliti dengan mengoperasikan Nvivo 12 Plus, 2024

Pemerintah Kota Makassar telah menyusun kebijakan pengelolaan bencana yang
komprehensif untuk menghadapi risiko bencana secara lebih efektif. Kebijakan ini mencakup
pengembangan rencana tanggap darurat yang memetakan langkah-langkah yang harus diambil
selama dan setelah bencana, serta pembuatan peta risiko bencana yang mengidentifikasi area
rawan bencana di kota (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021). Selain itu, pengaturan
tata ruang diintegrasikan dengan pertimbangan mitigasi risiko bencana untuk memastikan
bahwa pembangunan infrastruktur dan penggunaan lahan tidak memperburuk kerentanan
terhadap bencana. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan
masyarakat dan mengurangi dampak bencana dengan strategi yang terencana dan terkoordinasi.
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Integrasi mitigasi risiko dalam perencanaan kota diharapkan dapat mengurangi kerusakan dan
mengoptimalkan respons bencana, serta memastikan bahwa upaya pembangunan kota selaras
dengan prinsip-prinsip mitigasi. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota
Makassar dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.

Regulasi pemerintah Kota Makassar juga menekankan pentingnya peningkatan
infrastruktur sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana. Investasi dilakukan untuk
membangun dan memperbaiki sistem drainase guna mengurangi risiko banjir, serta
memperbarui infrastruktur lain yang berpotensi memperburuk dampak bencana (Syahidallah,
2024). Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih tahan terhadap berbagai jenis
bencana, sehingga meminimalkan kerusakan dan gangguan pada kehidupan sehari-hari
masyarakat. Selain itu, sistem peringatan dini telah diperkenalkan untuk memberikan informasi
awal mengenai potensi bencana kepada masyarakat. Sistem ini meliputi peringatan tentang
banjir dan cuaca ekstrem, memungkinkan warga untuk mengambil langkah-langkah pencegahan
sebelum bencana terjadi. Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan masyarakat dapat
lebih siap dan responsif dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko dampak negatif
bagi kehidupan dan harta benda.

Pemerintah Kota Makassar telah menyadari pentingnya edukasi dan pelatihan dalam
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Melalui program ini, masyarakat
diberikan kesempatan untuk mengikuti simulasi bencana yang dirancang untuk mensimulasikan
kondisi darurat secara realistis. Simulasi ini tidak hanya membantu warga memahami bagaimana
cara bertindak dalam situasi bencana tetapi juga menguji efektivitas rencana tanggap darurat
yang ada. Selain itu, pelatihan kesiapsiagaan diberikan untuk meningkatkan keterampilan
masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk cara menggunakan peralatan darurat dan
prosedur evakuasi. Program ini juga mencakup penyuluhan mengenai langkah-langkah mitigasi
yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah bencana. Penyuluhan ini bertujuan untuk
memberikan informasi yang jelas dan praktis mengenai tindakan pencegahan yang dapat
dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Masyarakat diharapkan dapat
memahami pentingnya persiapan individu dan komunitas serta mengadopsi praktik mitigasi
yang efektif.

Penerapan program pendidikan dan pelatihan serupa telah dilakukan di berbagai negara
lain dengan hasil yang signifikan. Di Jepang, misalnya, simulasi bencana dan pelatihan
kesiapsiagaan telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat, dengan hasil yang terbukti
dalam pengurangan kerusakan dan korban akibat bencana alam (Nakai & Nakano, 2023). Jepang
secara rutin melaksanakan latihan darurat dan memberikan pendidikan kepada masyarakat
untuk memastikan kesiapan menghadapi gempa bumi dan bencana lainnya. Begitu pula di
Amerika Serikat, di mana program pelatihan bencana dan simulasi tanggap darurat sering
dilakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah. Program-program ini telah
terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi dampak
bencana melalui pemahaman yang lebih baik tentang prosedur darurat dan mitigasi risiko.
Kesuksesan implementasi program pendidikan dan pelatihan di negara-negara ini menunjukkan
pentingnya upaya serupa dalam meningkatkan ketahanan dan kesadaran masyarakat di Kota
Makassar.

Selain itu, regulasi pemerintah di Kota Makassar menekankan pentingnya partisipasi aktif
masyarakat dalam pengelolaan bencana dengan mendirikan kelompok-kelompok masyarakat
sadar bencana. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk memberdayakan warga dalam
perencanaan dan pelaksanaan tindakan mitigasi serta penanggulangan bencana. Melalui
keterlibatan langsung dalam kegiatan-kegiatan terkait bencana, masyarakat dapat memberikan
kontribusi yang berarti dalam mengidentifikasi risiko, merancang rencana tanggap darurat, dan
melaksanakan program-program mitigasi di tingkat lokal. Keterlibatan masyarakat diharapkan
tidak hanya meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan bencana tetapi juga
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memperkuat jaringan sosial yang krusial dalam situasi darurat. Dengan adanya kelompok sadar
bencana, hubungan antarwarga menjadi lebih erat, dan sumber daya serta informasi dapat
dikelola lebih efektif. Hal ini menciptakan sebuah sistem dukungan yang solid dan responsif,
memungkinkan masyarakat untuk saling membantu dan berkoordinasi lebih baik dalam
menghadapi tantangan bencana.

Pemerintah Kota Makassar telah mengimplementasikan sistem evaluasi dan monitoring
untuk menilai efektivitas kebijakan dan regulasi mitigasi bencana. Sistem ini melibatkan
pengumpulan data secara rutin mengenai kejadian bencana, analisis risiko, dan umpan balik dari
masyarakat untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang diterapkan. Melalui metode ini,
pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari strategi mitigasi bencana, serta
menilai dampak kebijakan terhadap kesiapsiagaan dan respons masyarakat dalam menghadapi
bencana (Haris et al.,, 2023). Selanjutnya, evaluasi dan monitoring memungkinkan pemerintah
untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan mitigasi bencana.
Dengan adanya data dan umpan balik yang diperoleh, strategi mitigasi dapat diperbarui agar
lebih efektif dan relevan dengan kondisi yang ada. Proses ini memastikan bahwa kebijakan yang
diterapkan selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi aktual, serta mampu
menghadapi tantangan bencana yang berkembang seiring waktu.

Dalam rangka menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks, Pemerintah Kota
Makassar telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk mitigasi bencana
yang komprehensif dan terintegrasi. Melalui kebijakan pengelolaan bencana yang meliputi
rencana tanggap darurat, peta risiko, serta pengaturan tata ruang yang mempertimbangkan
mitigasi, pemerintah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak bencana.
Investasi dalam infrastruktur, sistem peringatan dini, serta program pendidikan dan pelatihan
juga menjadi bagian penting dari strategi mitigasi, yang disertai dengan partisipasi aktif
masyarakat dan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Keseluruhan upaya ini menunjukkan
komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap
bencana. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi, diharapkan dampak bencana
dapat diminimalkan dan kesiapsiagaan masyarakat dapat ditingkatkan. Implementasi kebijakan
yang efektif dan adaptif akan berkontribusi pada pengurangan kerusakan, meningkatkan respon
terhadap bencana, serta menciptakan komunitas yang lebih siap dan resilient.

Integrasi antara regulasi pemerintah dan budaya sadar bencana masyarakat merupakan
elemen kunci dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman dan tangguh terhadap
bencana. Pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
yang mendukung mitigasi bencana melalui perencanaan tata ruang, investasi infrastruktur, serta
sistem peringatan dini. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana
dengan meminimalkan risiko dan memperbaiki kesiapsiagaan masyarakat. Namun, tanpa
dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat, kebijakan tersebut mungkin tidak sepenuhnya
efektif. Budaya sadar bencana masyarakat merupakan fondasi penting dalam mendukung
implementasi kebijakan mitigasi. Melalui program pendidikan dan pelatihan, masyarakat
diajarkan cara menghadapi bencana dengan benar, mulai dari langkah-langkah pencegahan
hingga tindakan darurat. Pelatihan ini membantu warga memahami peran mereka dalam rencana
tanggap darurat dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bertindak cepat saat bencana
terjadi. Dengan meningkatnya kesadaran dan keterampilan masyarakat, mereka dapat lebih aktif
terlibat dalam upaya mitigasi dan memberikan kontribusi yang berarti dalam penanggulangan
bencana.

Penerapan budaya sadar bencana juga menciptakan jalinan komunikasi dan koordinasi
yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam kelompok-
kelompok sadar bencana dan kegiatan mitigasi, masyarakat tidak hanya meningkatkan
kesiapsiagaan individu tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang krusial dalam situasi darurat.
Hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat memungkinkan respons yang lebih cepat
dan terkoordinasi dalam menghadapi bencana, serta memperbaiki efektivitas program mitigasi
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yang diterapkan. Sebaliknya, regulasi pemerintah yang solid memberikan kerangka kerja yang
jelas bagi masyarakat untuk memahami peran mereka dalam mitigasi bencana. Kebijakan yang
komprehensif, termasuk peta risiko bencana, sistem peringatan dini, dan pengaturan tata ruang
yang memadai, menyediakan panduan praktis bagi masyarakat dalam melakukan tindakan
preventif dan responsif. Regulasi ini berfungsi sebagai dasar bagi kegiatan-kegiatan sadar
bencana dan memastikan bahwa upaya mitigasi dilakukan secara terencana dan sistematis.

Sinergi antara regulasi pemerintah dan budaya sadar bencana masyarakat juga
mendukung evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam strategi mitigasi. Dengan adanya sistem
evaluasi dan monitoring yang melibatkan umpan balik dari masyarakat, pemerintah dapat
menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi memungkinkan identifikasi tantangan dan solusi
yang lebih relevan dengan kondisi lokal, sehingga kebijakan mitigasi dapat terus diperbarui
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru. Secara keseluruhan, integrasi antara
regulasi pemerintah dan budaya sadar bencana masyarakat menciptakan lingkungan perkotaan
yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana. Melalui kebijakan yang terencana dengan baik
dan partisipasi aktif masyarakat, risiko bencana dapat dikurangi, dampak dapat diminimalkan,
dan kesiapsiagaan dapat ditingkatkan. Pendekatan yang holistik dan terkoordinasi ini
memastikan bahwa upaya mitigasi bencana tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam
menciptakan kota yang lebih aman dan resilient.

KESIMPULAN

Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa Kota Makassar menghadapi variasi
dalam jenis dan frekuensi bencana alam selama periode 2019 hingga 2023, dengan peningkatan
jumlah dan diversifikasi bencana seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Data
menunjukkan fluktuasi signifikan dalam pola bencana, dari kejadian bencana yang terfokus pada
banjir pada tahun-tahun awal hingga munculnya cuaca ekstrem dan kekeringan pada tahun-
tahun terakhir. Perubahan ini mencerminkan kemungkinan dampak dari perubahan iklim dan
variabilitas cuaca yang mempengaruhi kota, serta perlunya penyesuaian dalam strategi mitigasi
dan perencanaan bencana. Regulasi pemerintah Kota Makassar telah mencakup berbagai
kebijakan dan program untuk mitigasi risiko bencana, termasuk pengembangan rencana tanggap
darurat, pembuatan peta risiko, dan perbaikan infrastruktur.

Sistem peringatan dini dan pendidikan masyarakat juga menjadi bagian penting dari
strategi mitigasi, bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons masyarakat
terhadap bencana. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada partisipasi
aktif masyarakat dan penerapan budaya sadar bencana yang efektif. Integrasi antara regulasi
pemerintah dan budaya sadar bencana masyarakat terbukti penting dalam menciptakan
lingkungan perkotaan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana. Sinergi antara kebijakan
yang terencana dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dapat mengurangi
kerentanan dan dampak bencana secara signifikan. Dengan evaluasi dan penyesuaian kebijakan
yang berkelanjutan serta partisipasi masyarakat yang kuat, Kota Makassar dapat lebih siap
menghadapi tantangan bencana di masa depan dan membangun komunitas yang lebih resilient
dan proaktif dalam mitigasi risiko bencana.
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